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Pendahuluan
Dalam perspektif hukum pidana Islam, 
tindak pidana korupsi merupakan sebuah 
jarimah atau tindak pidana yang cukup unik, 
sebab korupsi tidak termasuk dalam wilayah 
jarîmah qishâs dan tidak pula masuk dalam 
cakupan jarîmah hudûd. Kedua macam 
jarimah ini secara jelas telah disebutkan 
dalam berbagai teks keagamaan baik 
Alquran maupun hadis, bahkan jenis dan 
jumlah sanksinya juga telah dijelaskan oleh 
sumber utama ajaran agama Islam tersebut. 
Berbeda dengan tindak pidana korupsi yang 
memang tidak secara tegas dinyatakan dalam 
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 Abstract:Jarîmah al-Maksu, al-Ikhtilâs and al-Ihtihâb in the Criminal Law of Islam. There are 
three kinds of criminal acts that closely with the corruption that is al-maksu (extortion), al-ikhtilâs 
(pickpocketing) al-intihâb (mugging). The three kinds of these criminal acts included in the category 
jarimah ta’zir, because the three of them are different with jarimah hirabah or robbery and sariqah 
or theft , that both of them are described about the sanction in the Alqurqn Hadis explicitly. Legal 
sanctions for jarimah al-maksu perpetrators , alikhtilâs and alintihâb are not mentioned concretely, 
and therefore the judge in the State are given the opportunity to set the type of legal sanctions for 
that three kinds of jarimah.
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 Abstrak: Jarîmah al-Maksu, al-Ikhtilâs dan al-Intihâb dalam Hukum Pidana Islam. Terdapat 
tiga macam tindak pidana yang erat sekali dengan tindak pidana korupsi, yaitu al-maksu (pungli), 
al-ikhtilâs (pencopetan), dan al-intihâb (penjambretan). Ketiga macam tindak pidana ini masuk 
dalam kategori jarimah ta’zir, sebab ketiganya berbeda dengan jarimah hirabah atau perampokan dan 
sariqah atau pencurian, yang keduanya secara tegas diterangkan jenis sanksinya dalam Alquran dan 
Hadis. Sanksi hukum bagi pelaku jarimah al-maksu, al-ikhtilâs dan al-intihâb tidak disebutkan secara 
kongkrit. Oleh sebab itu terhadap hakim di sebuah Negara diberikan kesempatan untuk menetapkan 
jenis sanksi hukum kepada pelaku ketiga macam jarimah tersebut.
Kata Kunci: al-maksu, al-ikhtilâs, al-ihtihâb, jarimah, ta’zir
Alquran dan Hadis. Hal ini bisa terjadi 
karena praktik-praktik korupsi, atau beberapa 
kejahatan yang mirip dengan korupsi belum 
banyak terjadi pada saat Nabi Muhammad 
Saw. masih hidup. Kalaupun pada saat itu 
pernah terjadi beberapa kasus penggelapan 
atas harta milik negara, maka segera bisa 
ditangani dan diselesaikan, sehingga tidak 
sampai dikriminalisasikan.
Tindak pidana korupsi yang terjadi di 
Indonesia saat ini masuk dalam kategori 
jarimah takzir. Tindak pidana korupsi tidak 
bisa dianalogikan dengan jarimah sariqah atau 
tindak pidana pencurian dan jarîmah hirâbah 
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atau tindak pidana perampokan. Tindak 
pidana pencurian dan perampokan masuk 
dalam wilayah jarîmah hudûd yang sanksinya 
telah disebutkan di dalam Alquran. Walaupun 
tindak pidana korupsi hanya masuk ke dalam 
jenis jarîmah ta’zîr, namun karena bahaya dan 
pengaruh negatifnya bisa lebih besar daripada 
sekedar mencuri dan merampok, maka bentuk 
hukuman ta’zîrnya dapat berupa pemecatan, 
hukuman kurungan, penjara seumur hidup 
bahkan bisa berupa hukuman mati.
Dalam hukum Pidana Islam, pada dasar-
nya tidak ada istilah yang pas dan sesuai 
dengan terminologi korupsi di Indonesa. 
Dalam buku Korupsi Menurut Hukum Pidana 
Islam, penulisnya menyebutkan korupsi 
dengan istilah ghulûl. Sedangkan dalam 
fikih, Majelis Tarjih Muhammadiah menyebut 
korupsi dengan istilah ikhtilâs. Ada juga yang 
menganggap sama antara korupsi dengan 
sariqah atau pencurian bahkan ada juga yang 
menyatakan bahwa hakekat bahaya korupsi 
lebih besar daripada sekedar merampok atau 
hirâbah. Ada juga yang mengatakan bahwa 
korupsi adalah sebuah bentuk penghkhianatan, 
sehingga ia disebut dengan khianat, namun 
berbeda dengan istilah khianat yang telah 
resmi menjadi bahasa Indonesia, ketiga 
istilah dalam tulisan ini adalah al-maksu, 
al-ikhtilâs dan al-intihâb belum masuk dan 
belum menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena 
itu secara berurutan ketiga istilah sebagai 
bentuk lain dari terminologi korupsi di atas 
akan diuraikan pengertian masing-masing, 
dalil-dalil keharamannya dan sanksi hukum 
bagi pelakunya.
Pengertian al-Maksu dan Dalil-dalil 
Keharamannya
Secara etimologis kata “ ” adalah bentuk 
masdar atau infinitive dari kata kerja  
yang artinya memungut cukai, menurunkan 
harga dan menzalimi.1 Ibn Manzur juga 
mengartikan kata “ ” dengan “ ” cukai 
1 AW. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia 
Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1352.
bahkan secara lebih detail dia mengemukakan: 
Al-Maksu adalah sejumlah uang (dirham) 
yang diambil dari para pedagang di pasar-
pasar pada zaman jahiliyah.2
Al-‘Arabi seperti dikutip oleh Ibn 
Manzûr mengartikan kata “ ” dengan 
 uang yang diambil 
kembali oleh seseorang yang bersedekah 
setelah dia laksanakan sedekah itu. Di dalam 
hadis, demikian Ibn Manzûr menjelaskan 
bahwa pelaku pungli tidak mungkin masuk 
surga, kata “ ” dalam hadis ini arti nya 
 pungutan liar 
yang diambil oleh pelaku, pada mulanya 
pungut an liar ini adalah cukai.3
Senada dengan Ibn Manzûr, Ahmad 
Siharanfuri dalam Bazl al-Majhûd juga 
mengutip definisi di atas yaitu: 
Al-maksu adalah cukai yang diambil pelaku 
yaitu sebesar 1/10 (dari harta seluruhnya) 
dalam hal ini umumnya terdapat unsur 
kezaliman. Seseorang penguasa akan masuk 
neraka karena kebijakannya mengarah kepada 
kezaliman tersebut dan para pemungut 1/10 
(dari seluruh harta pedagang) akan masuk 
neraka karena membantu penguasa dalam 
melaksanakan pemungutan dimaksud.4
Lebih lanjut Ahmad Siharanfurî me-
ngutip uraian pengarang kitab al-Hasyiyah 
yang mendefiniskan al-maksu dengan meng-
ambil bentuk isim fâ’il-nya, yaitu:
2 Abû al-Fadhal Jamâluddîn Muhammad Ibn Makram ibn 
al-Afriqî al-Mishrî Ibn Lisân al-’Arâb, Jil. VI, (Bayrût: Dâr Shâdir, 
t.th), h. 220. Selanjutnya disebut Ibn Mandzûr.
3 Ibn Mandzûr, Lisân al-’Arâb, h. 220.
4 Khalîl Ahmad al-Siharanfûrî, Badzl al-Majhûd fî Halli 
Abî Dâwud, Jil. XV, (Bayrūt: Dâr al-Kutub al-’Ilmiyyah, t.t.), 
h. 226.
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Pengawai-pegawai pemungut cukai adalah 
orang yang mengurangi hak-hak orang-orang 
miskin tidak diberikannya secara sempurna 
(dikorup). Adapun petugas pemungut zakat 
dan pungutan sebanyak 1/10 dengan cara 
benar atau secara sah/resmi dia justru akan 
mendapatkan pahala (dengan manjalankan 
tugas ini), tugas ini dilakukan oleh anak-
anak remaja.5
Sementara itu Muhammad ibn Salim 
ibn Sa’id Bâbâshil mendefinisikan al-maksu 
sebagai berikut:
Al-Maksu adalah suatu aturan yang ditentukan 
oleh penguasa-penguasa secara zalim, berkaitan 
dengan harta-harta manusia, (aturan ini) 
diatur dengan undang-undang yang sengaja 
dibuat/diada-adakan).6
Dengan definisi al-maksu seperti ini 
menunjukkan adanya arogansi seseorang 
atau sistem dalam sebuah rezim yang kuat, 
sehingga bisa melegalisasi suatu aturan 
yang pada satu sisi menguntungkan pihak 
penguasa, tetapi di sisi lain merugikan 
pihak-pihak yang diatur, dalam hal ini para 
pedagang dan pelaku bisnis. Babasil, lebih 
lanjut menjelaskan bahwa para pihak yang 
biasanya terlibat dalam melaksanakan jarimah 
al-maksu ini meliputi beberapa kelompok. 
Dalam hal ini ia mengatakan: 
Para pelaku pungli dengan berbagai macamnya 
5 Khalîl Ahmad al-Siharanfûrî, Badzl al-Majhûd fî Halli 
Abî Dâwud, h. 226.
6 Muhammad bin Sâlim ibn Sa’îd al-Syâfi’î Bâbâshil, Is’âd 
al-Râfiq wa Bughiyyah al-Shadîq Syarh Matan Sulam al-Taufîq 
Ilâ Mahabbatillâh ‘alâ al-Tahqîq, Jil. II, (Ttp: Dâr al-Ihyâ`al-
Kutub al-’Arabiah, t.t.), h. 57. Selanjutnya disebut Bâbâshil.
terdiri dari pihak pemungut, pen catat, pihak 
yang menyaksikan, pihak yang menimbang, 
pihak yang menakar dan lain-lain yang 
terlibat dalam kezaliman besar ini, bahkan 
masing-masing pihak dianggap sama saja sebab 
mereka telah mengambil sesuatu yang bukan 
hak mereka dan menolak sesuatu yang bukan 
/tidak termasuk haknya).7
Definisi al-maksu terakhir dijelaskan oleh 
Syamsu al-Haq Azhîm dalam ‘Aun al-Ma’bûd, 
mengatakan: 
Maksud dari shâhib al-maksu adalah seseorang 
yang mengambil pungutan-pungutan dari 
para pedagang yang lalu lalang dengan 
nama pungutan 1/10. Adapun orang yang 
mengambil zakat atau mengambil (jizyah) 
dari ahl az-zimmah sejumlah 1/10 yang mana 
mereka telah tunduk dan sepakat dengan 
kewajiban jizyah ini, maka orang itu justru 
dinilai (sebagai petugas resmi) selama tidak 
melampaui batas, sebab kalau melampaui 
batas dan bersikap zalim maka tetap dianggap 
berdosa).8
Pada bagian akhir definisi al-maksu yang 
dikemukakan oleh Syamsu al-Haq Azhîm 
ini dijelaskan mengenai petugas pemungut 
zakat atau jizyah, di mana keduanya jelas 
tidak termasuk dalam cakupan pungli 
yang pelakunya diancam pasti masuk 
neraka. Hal senada juga dikemukakan oleh 
Ahmad Siharanfuri yang juga mensyarahi 
atau menjabarkan makna kitab Sunan Abî 
Dâwud. Istilah shâhib al-maksi atau shâhib 
al-maksin juga dijelaskan oleh Imam al-
Nawawi ketika mengemukakan hadis 
tentang taubatnya seorang wanita pelaku 
zina, yaitu mengenai wanita al-Ghamidiah 
7 Bâbâshil, Is’âd al-Rafîq, h. 57.
8 Abû al-Tayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-’Azhîm 
Âbâdî, ‘Aun al-Ma’bûd Syarh Sunan Abî Dâûd, Jil. V, (al-
Qâhirah: Dâr al-Hadîs, 2001), h. 339-340.
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yang berzina.9 Penjelasan Imam al-Nawawi 
dimaksud adalah sebagai berikut: 
Sungguh wanita al-Ghamidiah itu telah 
bertobat, jika tobat itu dilakukan oleh para 
pemungut cukai illegal pasti tetap akan 
mendapat ampunan. Dalam cakupan hadis 
ini terdapat sebuah ketentuan bahwa cukai 
illegal atau pungutan liar termasuk jenis dosa 
dan kemaksiatan yang paling jelek, sebab 
dalam mekanismenya banyak merugikan 
dan menzalimi pihak-pihak lain, bahkan 
kezaliman ini terjadi secara terus-menerus 
dengan cara memperkosa hak orang lain, 
merampas harta benda secara sewenang-wenang 
bukan dengan jalan yang benar, bahkan juga 
membelanjakan (harta hasil punglinya) pada 
jalan yang tidak semestinya).10
Dari uraian tentang pengertian al-
maksu di atas, dapat dimpulkan bahwa 
tradisi pungutan liar atau cukai illegal 
sudah dikenal sejak masa permulaan lahirnya 
Islam, bahkan sejak zaman jahiliah sudah 
sering terjadi kasus-kasus pemerasan oleh 
kelompok-kelompok tertentu kepada para 
pedagang di pasar-pasar.11 Biasanya jumlah 
9 Untuk bisa lebih jelas, perhatikan hadis mengenai se-
orang wanita al-Ghamidiah yang dihukum rajam, di mana pada 
bagian akhir hadis tersebut terdapat kalimat:
Pelan-pelan wahai Khalid, Demi Allah yang jiwaku ada di 
tanganNya, al-Ghamidiyah telah bertobat dengan sebuah tobat 
yang jika pelakunya adalah seorang pelaku pungli pasti diampuni 
seluruh dosa-dosanya dan kemudian diperintahkan untuk di-
salatkan dan dikuburkan.
10 Muhyiddîn Abû Zakariyâ Yahyâ Ibn Syaraf Ibn Murrî 
al-Nawâwî, al-Minhâj fî Syarh Shahîh Muslim ibn al-Hajjâj, 
(Riyâdh: Bait al-Afkâr al-Daulîah, t.t.), h. 1090.
11 Praktik-praktik pungutan liar dan cukai ilegal seperti ini 
pada saat sekarang di masyarakat Indonesia masih sering terjadi. 
Biasanya dilakukan oleh oknum atau kelompok organisasi-
organisasi tertentu dan mereka menguasai tempat atau lahan-
nominal yang ditetapkan sebesar 1/10 dari 
harta yang mereka bawa pada hari itu, sebab 
hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan 
terkadang melibatkan aparat setempat dengan 
membuat-buat aturan yang mengada-ada 
agar terkesan resmi, padahal unsur kezaliman 
bakan tendensi pemerasannya tetap dominan.
Adapun nas-nas syar’îah atau dalil-
dalil syara’ tentang diharamkannya praktik 
pengutan liar, cukai ilegal atau al-maksu ini 
antara lain, Allah berfirman: 
Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang 
berbuat zalim kepada manusia dan melampaui 
batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu 
mendapat azab yang pedih. (Q.s. al-Syura 
[42]: 42.
Menurut penulis, pesan moral dari ayat 
di atas, bahwa perbuatan zalim yang me-
rugikan orang lain akan berakibat pelakunya 
memperoleh ancaman siksa yang pedih di 
neraka, sebab tindakan kezaliman itu akan 
sangat berpengaruh pada diri pelaku baik di 
dunia, lebih-lebih di akhirat. Dalam sebuah 
hadis dinyatakan bahwa pelaku kezaliman 
akan rugi, karena kebaikan-kebaikan selama 
hidup bisa jadi akan dipindahkan kepada 
pihak yang teraniaya. Hadis dimaksud 
dikutip oleh Imam Nawawi dalam Riyadh 
al-Shalihin sebagai berikut: 
Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Saw. bersabda, 
lahan tertentu di pasar-pasar. Bahkan tidak jarang, sering terjadi 
bentrok fisik antar mereka, misalnya karena terjadi perebutan 
lahan-lahan parker, bahkan bisa terjadi antar satu keluarga. Pada 
dasarnya para pihak yang terlibat dalam hal pungli dan cukai 
ilegal seperti ini sedang kembali ke zaman jahiliyah.
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barang siapa pernah melakukan kezaliman 
terhadap saudaranya dan merugi kan harga 
dirinya atau hal-hal lainnya, maka hendaknya 
segera minta dihalalkan (diselesaikan) saat ini, 
sebelum datang sebuah masa yang mana dinar 
dan dirham tidak berharga (laku) lagi. Sebab 
(kelak di akhirat) jika pihak yang berbuat 
zalim itu mempunyai amal-amal salih akan 
diambil (dipotong) sesuai dengan seberapa 
banyak kezaliman yang pernah dilakukannya 
terhadap saudaranya. Tetapi jika ternyata pihak 
yang berbuat zalim tidak memiliki kebaikan 
maka dosa-dosa saudaranya (yang dizalimi) itu 
akan dibebankan kepada pihak yang berbuat 
zalim. (H.r. Bukhari).12
Dalam hadis lain dinyatakan bahwa 
pelaku cukai ilegal atau pungutan liar tidak 
akan masuk surga. Hadis dimaksud adalah 
sebagai berikut: 
Dari ‘Uqbah ibn Amir, berkata, Rasulullah 
Saw. bersabda: orang yang melakukan 
pungutan liar tidak akan masuk surga. (H.r. 
Abû Dawud).13
Dengan redaksi yang berbeda, Imam 
Ahmad meriwayatkan hadis tentang 
konsekwensi pelaku pungli ini sebagai 
berikut:
Dari Yazid bin Abi Habib dari Abul Khair 
berkata, Maslamah bin Makhlad, gubernur 
Mesir mengangkat Ruwaifi’ ibn Sabit untuk 
12 Muhammad al-‘Utsaimin ibn Shaleh, Zâd al-Muttaqîn 
Syarh Riyâd al-Shâlihîn min Kalâmi Sayyid al-Mursalîn, Jil. I, (al-
Qâhirah: Maktabah al-Turâts al-Islâmî, 2004), h. 554. Lihat juga 
sumber aslinya, Abû ‘Abdullâh Muhammad ibn Ismâîl al-Bukhârî, 
Shahîh al-Bukhârî, Jil. II, (Indonesia: t.tp, Dahlan, t.t.), Kitâb al-
Mazâlim, Jil. III, h. 932, dan Kitâb al-Raqaq, h. 2625.
13 Khalîl Ahmad al-Siharanfûrî, Badzlu al-Majhûd, Jil. 
XIII, h. 226.
menjadi petugas pemungut cukai (yang 
ukurannya 1/10). Maka pada saat itu Ruwaifi’ 
berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. 
bersabda bahwa pelaku pungutan liar ada 
dalam neraka. (H.r. Imam Ahmad).14
Kedua hadis riwayat Abu Dawud dan 
Imam Ahmad yang menyebut bahwa pelaku 
pungli tidak akan masuk surga dan pasti akan 
ada dalam neraka, dikomentari oleh Babasil 
dengan pernyataannya sebagai berikut: 
Karena pemungut cukai illegal tumbuh 
(dagingnya) dari barang haram dan karena 
tindakannya berupa menzalimi pihak lain, 
bagaimana mungkin dihari kiamat ia bisa 
(menikmati hasil) yang dirampasnya dari 
orang-orang (yang dizalimi)? di sini justru 
merekalah yang akan mengambil amal-amal 
baik pelaku, itupun kalau ia memiliki amal 
saleh.15
Pada bagian akhir pernyataan Bâbâshil 
disebutkan bahwa akibat kezalimannya, dia 
akan dituntut oleh pihak yang terzalimi kalau 
ia mempunyai amal saleh, pahalanya akan 
diambil dan diberikan kepada pihak yang 
terzalimi, tetapi kalau tidak ada amal saleh 
justru dosa-dosa pihak yang terzalimi akan 
dipindahkan kepada pihak yang menzalimi. 
Inilah makna hadis al-Bukhari yang dikutip 
Imam al-Nawawi dalam Riyâdh al-Shâlihîn 
min Kalâmi Sayyid al-Mursalîn di atas.
Di samping dua hadis di atas, terdapat 
sebuah hadis riwayat Ibn Majjah bab al-
Ma’âzir, yaitu: 
14 Ahmad ibn Hanbal, Musnad al-Imâm Ahmad ibn 
Hanbal, Jil. IV, (Bayrût: Dār al-Fikr, t.t.), h. 143.
15 Bâbâshil, Is’âd al-Rafîq wa Bughiyyah al-shadîq, Jil. II, 
h. 57.
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Dari Jauzan berkata, Rasulullah Saw. ber-
sabda, barang siapa mengemukakan suatu 
alasan kepada saudaranya tetapi saudaranya 
tersebut tidak menerimanya, maka ia berdosa 
seperti dosanya pelaku pungutan liar. (H.r. 
Ibn Majjah).16
Hadis ini mirip sekali dengan sabda 
Rasulullah Saw. riwayat Imam Muslim, 
pada saat menegur Khalid ibn Walid ketika 
terkena percikan darah segar yang mengalir 
dari wajah wanita al-Ghamidiah, pelaku zina 
muhsan yang dihukum rajam. Pada saat itu 
beliau bersabda: 
… pelan-pelan wahai Khalid, demi Allah yang 
jiwaku ada dalam genggaman-Nya wanita ini 
telah bertaubat, yang jika taubat itu dilakukan 
oleh pelaku pungutan liar, pasti diampuni… 
(H.r. Muslim).17
Letak kemiripan kedua hadis ini 
adalah bahwa persoalan pelaku pungutan 
liar menurut keduanya hanya sebagai anak 
kalimat dan sekedar sebagai perbandingan, 
sebab pada hadis Ibn Majjah pokok ma-
salahnya adalah tentang dosa seseorang 
yang tidak bisa menerima alasan pihak lain 
dan pada hadis Muslim, inti persoalannya 
adalah mengenai taubatnya seorang wanita 
al-Ghamidiah pelaku zina muhsan. Keduanya 
tidak sedang membahas persoalan al-
maksu. Namun demikian dari keduanya 
bisa diketahui bahwa pelaku pungli jelas 
berdosa besar, sebagaimana hadis riwayat 
Abû Dawud dan Ahmad yang menyatakan 
diancam hukuman neraka para pelaku 
pungutan liar.
Itulah nas-nas syar’îah yang menyatakan 
bahwa pungutan liar, cukai illegal atau al-
maksu merupakan salah satu bentuk tindak 
pidana ekonomi yang jelas akan merugikan 
16 Abû Abdullâh Muhammad ibn Yadzîd al-Qazwini, 
Sunan Ibn Majjah, Jil. II, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1995), h. 407.
17 Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairî al-
Nîsâburî, Shahîh Muslim, Jil. II, (Semarang: Toha Putera, t.t.), 
h. 52-53.
pihak lain termasuk pelaku pungli itu sendiri. 
Dalil-dalil yang menyatakan bahwa al-maksu 
merupakan jarimah, ada yang secara langsung 
dan ada yang hanya menyebut secara sekilas 
dikaitkan dengan persoalan pelanggaran jenis 
lain, semuanya menggunakan istilah Shâhib 
al-Maksin.
Pengertian al-Ikhtilâs dan Dalil 
Keharamannya
Secara etimologis, al-ikhtilâs berasal dari 
kata kerja “ ” yang berarti 
merampas dan mengambil dengan tipuan.18 
Ibn Mandzur menjelaskan arti kata “ ” 
adalah “ ” mengambil dalam 
suasana lengah dan dengan cara menipu.19 
Menurutnya di samping kata “ ” mashdar 
atau bentuk verbal noun-nya juga bisa disebut 
“ ” yang oleh Muhammad Zakaria al-
Kandahlawi diartikan sebagai berikut: 
Al-khulsah adalah mengambil sesuatu secara 
cepat dan bersegera bukan dengan jalan 
sembunyi-sembunyi. Kalau pencurian di-
lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi 
bukan dengan cara menipu dan bersegera.20
Dalam beberapa sumber para ulama 
menjelaskan istilah al-ikhtilâs ada yang 
memakai istilah al-ikhtilâs dan ada juga yang 
memakai istilah al-mukhtalis. Keduanya sama 
makna dan artinya, perbedaannya hanya 
pada bentuk kata, terkadang dipakai bentuk 
mashdar-nya dan terkadang dipakai bentuk 
ism fa’il-nya. Al-Mubarakfuri memakai 
kedua-duanya dengan mendefinisikan al-
mukhtalis sebagai berikut: 
18 AW. Munawwir, Kamus al-Munawwir, h. 359.
19 Ibn Mandzur, Lisân al-’Arab, Jil. VI, h. 65.
20 Muhammad Zakariyâ al-Kandahlâwî, Aujâz al-Masâlik 
ilâ Muwaththa’ Imâm Mâlik, Jil. XIII, (Bayrūt: Dâr al-Fikr, 
1974), , h. 325. Selanjutnya disebut al-Kandahlâwî.
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Al-mukhtalis adalah orang yang merampas 
harta dengan cara menipu.21
Demikian juga al-Syaukani, mengutip 
definisi al-mukhtalis sebagai berikut: 
Al-mukhtalis adalah orang yang mengambil 
harta dengan merampas dan kekerasan).22
Adapun definisi al-ikhtilâs dalam bentuk 
mashdar-nya dikemukakan oleh al-Mubarak 
furi sebagai berikut: 
Al-ikhtilâs adalam mengambil sesuatu secara 
terang-terangan dan cepat.23
Lebih lengkap dari definisi al-ikhtilâs 
menurut al-Mubarak furi di atas, Syamsul 
Haq Azim Abadi menjelaskan:
Al-ikhtilâs adalah mengambil sesuatu secara 
terang-terangan dan cepat baik dilakukan 
siang maupun malam hari, dalam kitab al-
Nihâyah disebutkan bahwa al-khilsah adalah 
sesuatu yang diambil dengan cara merampas 
dan melawan.24
Sedangkan Abdul Mu’ti Amin men-
definisikan al-ikhtilâs sebagai berikut:
Al-ikhtilâs adalah upaya memperdaya pemilik 
harta lalu merampasnya, pergi secara cepat 
21 Abû ‘Alî Muhamamd ibn ’Abdurrahmân al-Mubârak 
Fûrî, Tuhfah al-Ahwadzî bi Syarh Jâmi’ al-Tirmidzî, Jil. V, (Bayrūt: 
Dâr al-Fikr,, t.t.), h. 8.
22 Al-Mubârak Fûrî, Tuhfah al-Ahwadzî, h. 8. al-Syaukânî 
Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad, Nail al-Authâr Syarh 
Muntaqa al-Akhbâr, Jil. VIII, (Bayrūt: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 305. 
Definisi al-mukhtalis seperti yang dikemukakan oleh al-Mubarak 
furi dan al-Syaukani juga dikemukakan oleh Syamsu al-Haq Azim 
Abadi dalam ‘Aun al-Ma’bûd, Jil. VII, h. 474.
23 Al-Mubârak Fûrî, Tuhfah al-Ahwadzî, h. 8.
24 Abû al-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-’Azhîm 
Âbâdî, ‘Aun al-Ma’bûd Syarh Sunan Abî Dâwûd, Jil. VII, (al-
Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2001), h. 464.
dan terang-terangan pelakunya adalah orang 
yang sengaja lari.25
Dari beberapa definisi al-ikhtilâs atau 
al-mukhtalis di atas, jika diteliti unsur-unsur 
yang terdapat dalam berbagai rumusan 
definisinya, maka al-ikhtilâs adalah sebuah 
cara untuk menguasai atau memiliki harta 
pihak lain dengan cara merebut, atau 
merampas, dilakukan secara cepat, dilakukan 
dengan terang-terangan terkadang terdapat 
unsur kekerasan atau biasanya dilakukan 
dengan cara memperdaya korban.
Dengan adanya unsur memperdaya 
korban, sebagai dikemukakan oleh al-Baihaqi 
di atas maka hipnotis yang biasa dilakukan 
oleh pelaku dan cukup sering terjadi di 
masyarakat bisa dikategorikan ke dalam 
jenis kejahatan al-ikhtilas ini. Namun secara 
umum dengan meneliti beberapa unsur 
al-ikhtilâs, dalam bahasa Indonesia lebih 
sesuai dengan istilah mencopet. Sebab dalam 
kamus Besar Bahasa Indonesia mencopet 
diartikan dengan mencuri (barang yang 
sedang dipakai, uang dalam saku, barang 
yang dikedaikan26 dan sebagainya) dengan 
cepat dan tangkas.27 Jadi al-ikhtilâs sangat 
mirip dengan pencopetan tetapi tidak sama 
dengan pencurian karena obyek/sasarannya 
bukan sedang disimpan oleh pihak korban 
melainkan sedang di bawa, dipakai, dijual 
di warung atau sedang dipergunakan.
Adapun dalil-dalil tentang diharamkannya 
al-ikhtilâs di dalam Alquran tidak terdapat 
ayat yang secara tersurat menyebut persoalan 
al-ikhtilâs ini. Namun dilihat dari tata 
caranya jelas perbuatan ini termasuk salah 
satu cara menguasai harta atau memakan 
25 Abd al-Mu’thi Amin Qal’âjî, Ma’rifah al-Sunan wa al-
âtsâr li Abî Bahrin Ahmad ibn al-Husain al-Baihâqî, Jil. II, (al-
Qâhirah: Dâr al-Wafâ’, 1991), h. 427.
26 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedai diartikan 
sebagai bangunan tempat jualan (makanan dan sebagainya), 
warung. Jadi dikedaikan, berarti diletakkan di warung untuk 
dijual. Seseorang yang mengambil barang-barang atau makanan 
yang sedang dijual di warung bisa disebut dengan mencopet. 
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 524.
27 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 220.
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harta sesama dengan cara batil, sebagaimana 
firman Allah Swt: 
Dan janganlah sebahagian kamu memakan 
harta sebahagian yang lain di antara kamu 
dengan jalan yang bathil dan (janganlah) 
kamu membawa (urusan) harta itu kepada 
hakim, supaya kamu dapat memakan se-
bahagian daripada harta benda orang lain 
itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 
kamu mengetahui. (Q.s. Al-Baqarah [2]: 188.
Dalil naqli yang secara tekstual menyebut 
istilah al-ikhtilas adalah hadis mengenai 
penguasaan harta milik pihak lain dengan 
cara mencopet, menjambret dan khianat, 
bukan dengan cara mencuri atau merampok. 
Hadis dimaksud adalah sebagai berikut:
Dari Jabir bin Abdullah al-Ansari berkata, 
Rasulullah Saw. bersabda, tidak berlaku 
hukuman potong tangan bagi pelaku 
pencopetan, penjambretan dan pengkhianatan. 
(H.r. al-Baihaqi, Abu Dawud, al-Tirmizi, 
dan Malik).28
Hadis ini menerangkan bahwa hukuman 
potong tangan bagi pencuri, sebagaimana 
ditentukan oleh Alquran tidak berlaku 
pada kasus perampokan dan pengkhianatan. 
Hukuman potong tangan hanya berlaku 
pada kasus pencurian yang telah memenuhi 
syarat dan rukun sebagaimana dibahas dalam 
kajian hukum pidana Islam.
28 Al-Baihâqi Abû Bakar Ahmad Ibn al-Husain, al-Sunan 
al-Kubrâ, Jil. VIII, (Bayrūt: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 279. al-Mubârak 
Fûrî, Tuhfah al-Ahwadzî, Jil. V, h. 8. al- Siharan fûrî, Badzlu 
al-Majhûd fî Halli Abî Dâwûd, h. 339. al-Kandahlâwî, Aujâz al-
Masâlik ilâ Muwaththa’ imam Mâlik, Jil. XIII, h. 325.
Wacana Hukum Pidana Islam 
Hukum pidana Islam oleh sebagian orang 
selalu dikatakan sebagai hukum yang 
tidak manusiawi, kejam, melanggar hak 
asasi manusia dan tidak relevan dengan 
perkembangan zaman. Akibatnya ketika 
lahir keinginan untuk menetapkan Syariah 
Islam terjadilah perdebatan tentang hal itu.
Dalam Islam, secara substansial ialah 
ayat-ayat Alquran, diantaranya; Al-Isra 
[17] 15, al-Qasas 59, al-An`am 19, dan al-
Baqarah 286. Dari ayat-ayat tersebut, fukaha 
merumuskan beberapa kaidah hukum Islam. 
Dari kaidah-kaidah tersebut memunculkan 
dua syarat yang harus dipenuhi sehingga 
dikatagorikan tindak pidana. Pertama, 
pelaku tidak gila dan bukan karena membela 
diri. Kedua, perbuatan tersebut diketahui 
jelas ada ancaman bagi yang melanggar. 
Maka “tidak ada hukuman bagi mukallaf 
sebelum adanya ketentuan nas”. Namun 
ada beberapa jarimah yang diberlakukan 
asas surut karena akan sangat berbahaya 
dan mengganggu kepentingan umum jika 
tidak diterapkan hukuman. Berkaitan dengan 
asas praduga tak bersalah adalah batalnya 
hukuman karena adanya syubhat (keraguan), 
karena dalam hadis Nabi menyatakan, lebih 
baik salah dalam membebaskan daripada 
salah dalam menghukum. Akan tetapi 
dalam membatalkan hukuman, hakim (jika 
diperlukan) masih memiliki otoritas untuk 
menjatuhi hukuman bagi terdakwa. Pemahan 
ini banyak dikenal dengan fikih jinayah.
Fikih  jinayah  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu  
fikih  dan  jinayah.  Pengertian  fikih  secara 
bahasa (etimologi) berasal dari lafal faqiha, 
yafqahu, fiqhan, yang berarti mengerti, atau 
paham. Sedangkan pengertian fiqh secara 
istilah (terminologi) fikih adalah ilmu tentang 
hukum- hukum syara’ praktis yang diambil 
dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun 
jinayah menurut bahasa (etimologi) adalah 
nama bagi hasil perbuatan seseorang yang 
buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan 
jinayah menurut istilah (terminologi) adalah 
suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’ 
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baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta 
atau lainnya. 
Dalam hukum Islam ada dua istilah 
yang sering digukan untuk tindak pidana, 
yaitu jinayah dan jarimah. Istilah jinayah 
digunakan oleh para fuqaha sama dengan 
istilah Jarimah. Kedua istilah tersebut 
didefinisikansebagai larangan-larangan 
hukum Allah yang pelanggarannya membawa 
hukum yang ditentukanNya. Jarimah 
berasal dari bahasa Arab  yang berarti 
perbuatan dosa dan atau tindak pidana. 
Dalam terminologi hukum Islam, jarimah 
diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang 
dilarang oleh menurut syara dan ditentukan 
hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk 
sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya 
(had) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas 
ketentuannya oleh Tuhan (ta’zir). 
Dalam pembahasan mengenai tindak 
pidana kejahatan beserta sangsi hukumannya 
disebut dengan istilah jarimah atau uqubah. 
Jarimah dibagi menjadi dua, yaitu jinayat 
dan hudud. Jinayat membahas tentang pelaku 
tindak kejahatan beserta sangsi hukuman 
yaqng berkaitan dengan pembunuhan 
yang meliputi qishash, diyat dan kifarat. 
Sedangkan Hudud membahas tentang 
pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan 
yaitu masalah penganiayaan beserta sangsi 
hukumannya yang meliputi zina, qadzaf, 
mencuri, miras, menyamun, merampok, 
merompak dan bughah.
Pengertian al-intihâb dan dalil 
keharamannya
Secara etimologi, al-intihâb berasal dari kata 
“ ” yang berarti  
menipu, memperdaya, dan merampas.29 
Sedangkan secara terminologi dikemukakan 
oleh beberapa penulis seperti al-Fayyumi 
dalam al-Mishbâh al-Munîr. Menurutnya 
al-intihâb didefinisikan sebagai:
29 Ibn Mandzûr, Lisân al-‘Arab, Jil. I, h. 773.
Menguasai dan memaksa atas harta.30
Menurut Muhammad ibn Salim ibn 
Sa’id Babasil, al-intihab adalah 
31, mengambil harta (orang lain) secara 
terang-terangan. Kedua definisi al-intihâb 
oleh al-Fayyumi dan Babasîl di atas tampak 
sangat singkat dan sederhana. Unsur-unsur 
yang terdapat pada rumusan definisi mereka 
adalah mengambil harta orang lain, dengan 
cara mamaksa dan dilakukan secara terang-
terangan. Definisi al-intihâb yang lebih 
lengkap dikemukakan oleh Syamsu al-Haq 
Azim Abadi sebagai berikut: 
Al-Nahbu adalah mengambil (harta orang lain) 
dengan cara terang-terangan dan memaksa 
walaupun cara ini dinilai lebih buruk daripada 
mengambil (milik orang lain) secara sembunyi-
sembunyi tetapi pelaku tidak diancam sanksi 
pidana potong tangan karena al-nahbu ini tidak 
termasuk jarimah sariqah/pencurian).32
Sangat mirip dengan definisi al-intihâb/
al-nahbu yang dikemukakan oleh Syamsu 
al-Haq Azim Abadi di atas, penulis dan ahli 
hadis yang lain juga mengemukakan definisi 
yang sama, mereka adalah al-Baihaqi, al-
Mubarak furi dan al-Siharanfuri. Menurut 
mereka an-nahbu adalah:
Mengambil sesuatu dengan cara terang-
terangan memaksa dan menguasai.33
Dengan demikian tampaknya sangat 
30 Ahmad Ibn Muhamamd Ibn ‘Alî al-Maqrî al-Fayûmî, 
Mishbâh al-Munîr fî Gharîb al-Syarh al-Kabîr lî al-Râfi’î, Jil. II, 
(Bayrūt: Dâr al-Kutub al-Islamiyyah,1994), h. 627.
31 Bâbâshil, Is’âd al-Rafîq, Jil. II, h. 97.
32 Syamsu al-Haq al-’Azhîm Âbâdî, ‘Aun al-Ma’bûd, Jil. 
VII, h. 465.
33 Abd al- Mu’thi Amin Qal’âjî, Ma’rifah al-Sunan wa al-âtsâr 
li Abî Bahrin Ahmad ibn al-Husain al-Baihâqî, Jil. II, (al-Qâhirah: 
Dâr al-Wafâ’, 1991), h. 427. al-Mubârak Fûrî, Tuhfah al-Ahwadzî 
bi Syarh Jâmi’ al-Tirmdzi, Jil. V, h. 8. al- Siharanfûrî, Badzlu al-
Majhûd fî Halli Abî Dâwud, h. 339.
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tipis perbedaan antara al-ikhtilâs dan al-
intihâb, yaitu kalau pada al-ikhtilâs tindakan 
itu dilakukan pada saat korban terlena 
sedangkan pada al-intihâb tidak harus ketika 
korban terlena. Kedua-duanya sama-sama 
dilakukan dengan cara terang-terangan dan 
memaksa serta menguasai.
Oleh karena pada al-ikhtilas terdapat 
unsur kelengahan korban bahkan terkadang 
dilakukan dengan cara memperdaya (meng-
hipnotis) korban, maka dalam bahasa 
Indonesia al-ikhtilâs lebih dekat dengan istilah 
mencopet atau memalak. Sedangkan dalam 
kasus al-intihâb yang unsur-unsurnya terang-
terangan memaksa dan menguasai pihak 
korban tanpa harus dalam kondisi lengah 
dan terpedaya, maka dalam bahasa Indonesia 
lebih cocok dengan istilah penjambretan yang 
definisinya adalah merenggut atau merebut 
(barang milik orang lain yang sedang dipakai 
atau di bawa).34
Adapun mengenai dalil diharamkannya 
al-intihâb maka sebagaimana pada kasus al-
ikhtilâs, dalam masalah al-intihâb juga tidak 
terdapat dalil eksplisit di dalam Alquran 
tetapi persoalan al-intihâb ini jelas sebagai 
salah satu cara memakan harta sesama 
dengan cara batil. Sehingga ayat 188 surah 
al-Baqarah di atas juga berlaku sebagai dalil 
di haramkannya al-intihâb. Bahkan hadis 
yang menjelaskan al-intihâb ini adalah hadis 
yang sama, yaitu tentang tidak berlaku-
nya hukumam potong tangan bagi pelaku 
pencopetan, penjambretan dan pengkhianatan 
sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat 
al-Baihaqi, Abu Dawud, al-Tirmizi, dan 
Malik yang telah dikemukakan di atas. 
Sanksi Hukum Pelaku al-Ikhtilâs dan al-
Intihâb
Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku al-
ikhtilâs dan al-intihâb ini dalam hadis di 
atas yang menegaskan bahwa:
34 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, h. 455.
Hukuman potong tangan (yang berlaku bagi 
pencuri) tidak berlaku pada kasus pencopetan, 
penjambretan dan pengkhianatan. 
Sudah jelas bahwa pelaku al-ikhtilâs 
dan al-intihâb sanksi hukumnya berupa 
hukuman takzir. Dalam definisi an-nahbu 
oleh Syamsu al-Haq Azim bahkan secara 
implisit dinyatakan sebagai berikut:
al-nahbu/penjambretan walaupun lebih 
jelek daripada mengambil milik orang lain 
secara sembunyi-sembunyi (pencurian) tetapi 
hukuman potong tangan tidak berlaku sebab 
unsur-unsur yang biasa terdapat dalam tindak 
pidana pencurian tidak terdapat di dalamnya.
Mengenai tidak berlakunya hukuman 
potong tangan bagi pelaku al-ikhtilas dan 
al-intihab ini dijelaskan oleh Khalil Ahmad 
al-Siharan furi sebagai berikut: 
Alasan tidak berlakunya hukuman potong 
tangan pada kasus al-ikhtilâs dan al-intihâb 
ini karena hukuman potong tangan bagi 
pencuri secara eksplisit dan jelas ditetapkan 
di dalam nas (Alquran), padahal al-ikhtilâs 
dan al-intihâb serta khianat bukan pencurian, 
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sebab lain karena dalam al-intihâb proses 
pengambilan harta itu tidak dilakukan 
secara sembunyi-sembunyi dan dalam khianat 
pengambilannya tidak dilakukan pada saat 
harta berada dalam tempat penyimpanannya. 
Alm. Maulana Muhammad Yahya menjelaskan 
dalam kitab at-Taqrîr, boleh jadi alasan 
dalam masalah ini, tentu Allah yang lebih 
mengetahui, bahwa ancaman (berupa hukuman 
potong tangan bagi pencuri) memang sangat 
diperlukan dalam rangka menanggulangi hal-
hal yang dikhawatirkan berupa merebaknya 
kekejian dan kejahatan. Hal ini tidak berlaku 
bagi pelaku pencopetan dan penjambretan, 
sebab keberadaan pemilik harta (di TKP) 
dan kesadaran penuh pelaku bahwa harta 
dimaksud milik korban mestinya telah cukup 
sebagai sebab untuk membatalkan rencana 
pelaku untuk berbuat jahat. Sehingga hampir 
mustahil pencopetan dan penjambretan akan 
terjadi kecuali memang pelaku benar-benar 
sebagai penjahat yang sangat tidak tahu 
malu dan lemah (iman dan ekonomi). Jika 
ia mengerti tentu ia akan takut kalau dirinya 
akan dijatuhi sanksi hukum. Memang pencopet 
dan penjambret tetap harus dihukum takzir 
oleh hakim.35
Senada dengan apa yang dipaparkan as-
Siharanfuri ini, Imam al-Nawawi yang juga 
dikutip oleh al-Mubarak furi menegaskan 
bahwa hukuman potong tangan hanya 
berlaku bagi pencuri, bukan pencopet dan 
atau penjambret. Dalam hal ini al-Mubarak 
furi mengatakan:
Al-Nawawi dalam Syarh Muslim berkata, 
al-Qadi’ Iyad berkata, Allah mewajibkan 
35 al-Siharan Fûrî, Badzlu al-Majhûd, h. 339.
sanksi potong tangan hanya khusus pada kasus 
pencurian bukan pada kejahatan-kejahatan 
material jenis lain, seperti al-ikhtilâs, al-
intihâb dan ghasab. Sebab dalam kasus-kasus 
ini bila dibandingkan dengan pencurian, relatif 
kecil. Sebab lain, karena kejahatan-kejahatan 
material jenis ini sangat dimungkinkan pe-
nyelesaiannya dengan cara diserahkan kepada 
pemerintah dan pembuktiannyapun relatif 
mudah, berbeda dengan pencurian yang di-
anggap lebih besar permasalahannya sehingga 
diperkeras sanksinya agar lebih mengena dalam 
(upaya) penanggulangannya).36
Dari uraian al-Siharan Fûrî, al-Nawawi 
dan al-Mubarak Fûrî mengenai mengapa 
sanksi potong tangan hanya berlaku pada 
pelaku pencurian, bukan pencopet dan 
penjambret, alasan paling kongkrit yang 
mereka kemukakan adalah karena memang 
ketentuan nas ayat Alqurannnya seperti 
itu. Bahkan ketika as-Siharanfuri mencoba 
mengelaborasikan pemikirannya ia awali 
dengan kalimat “ ” lalu ia berpendapat 
bahwa memang hanya pencuri yang layak 
dihukum potong tangan, bukan pencopet 
dan penjambret, sebab logikanya orang yang 
otaknya normal dan masih memiliki rasa 
malu tidak mungkin melakukan pencopetan 
dan penjambretan yang biasanya dilakukan 
secara terang-terangan, terkadang kondisi 
korban sedang terlena dan ada kalanya 
korban dalam suasana sadar penuh. Berbeda 
dengan kasus pencurian di mana biasanya 
obyek yang dicurinya berjumlah besar karena 
36 al-Mubârak Fûrî, Tuhfah al-Ahwadzî, h. 8. Al-
Mubarakfuri ketika mengutip al-Nawawi dalam pengantar kitab 
hudud pada Syarh Muslim di atas, ternyata tidak mengutip secara 
apa adanya, melainkan mengurangi dan memodifikasi redaksi 
al-Nawawi. Contohnya adalah beberapa kata dalam potongan 
paragraf berbahasa Arab di atas yang penulis beri tanda garis bawah 
seperti kata “ ”dalam kitab aslinya “ ”, dalam kitab 
kutipannya disebut “ ” sedangkan dalam kitab aslinya disebut 
dengan “ ” dan juga terjadi pengurangan kata seperti dalam 
Tuhfah al-Ahwazi hanya disebut “ ” 
padahal dalam Syarh sahih Muslimnya secara lengkap disebutkan 
“ ”. Pada bagian pertama paragraf tersebut juga terjadi 
perbedaan redaksi, pada kitab kutipannya disebutkan “
”. Bandingkan al-Mubârak Fûrî, Tuhfah al-Ahwadzî, h. 8. dengan 
Muhyiddîn Abû Zakariyâ Yahyâ Ibn Syaraf Ibn Murrî al-Nawâwî, 
al-Minhâj fî Syarh Shahîh Muslim ibn al-Hajjâj, (Riyâdh: Bait al-
Afkâr al-Dauliyyah, t.t.), h. 82.
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sedang disimpan pemiliknya, dilakukan 
secara sembunyi-sembunyi dan pelakunya 
bisa berulang-ulang melakukannya. Maka 
dari itu sudah selayaknya bila pencuri 
dijatuhi sanksi hukum keras berupa potong 
tangan, tentu saja setelah memenuhi syarat 
dan rukunnya, baik terkait unsur formil, 
unsur materil dan unsur moril. 
Berbeda dengan al-Siharanfuri yang 
cenderung melihat perbedaan antara 
ketiganya dari prespektif pesikis pelaku, 
al-Nawawi yang juga dikutip oleh al-
Mubarakfuri lebih menitikberatkan pada 
aspek bobot jarimah atau tindak pidananya, 
menurutnya, pencurian jauh lebih besar dan 
lebih parah dampaknya bagi korban daripada 
sekedar pencopetan dan penjambretan bila 
dikaitkan dengan jumlah nominal obyek 
tindak pidananya. Di samping itu, menurut 
al-Nawawi dan al-Mubarakfuri pembuktian 
kasus pencompetan dan penjambretan relatif 
lebih mudah daripada pada kasus pencurian, 
bahkan upaya menanggulangi jarimah al-
ikhtilâs dan al-intihâb lebih mudah bila 
ditangani oleh pemerintah daripada kasus 
pencurian.
Secara lebih rinci dan mendetail per-
bedaan konsep dan unsur-unsur antara 
men curi, mencopet dan menjambret, di-
kemukakan oleh Abd al-Mu’ti Amin dalam 
kitâb Ma’rifat al-Sunan wa al-âtsâr sebagai 
berikut: 
Perbedaan konsep dan pandangan antara 
sanksi hukum bagi pencuri, yang harus 
dipotong tangannya dan pencopet, penjambret 
serta tukang ghasab yang tidak diberi sanksi 
hukum potong tangan, bisa dikemukakan 
sebagai berikut.37
37 Abd al-Mu’ti Amin Qal’âjî, Ma’rifah al-Sunan wa al-âtsâr 
li Abî Bahrin Ahmad ibn al-Husain al-Baihâqî, Jil. II, (al-Qâhirah: 
Dâr al-Wafâ’, 1991), h. 427.
Sungguh tidak mungkin untuk memprotek 
datangnya seorang pencuri sebab pencuri 
datang dengan cara melubangi pagar, 
merusak brangkas, menjebol kunci, pemilik 
harta tidak mungkin berupaya yang melebihi 
dari kebiasaan yang berlaku. Kalau tidak 
ada aturan hukum untuk memotong tangan 
pencuri maka akan terjadi tindakan saling 
mencuri antara satu orang dengan orang lain, 
pada saat itu akan semakin besar berbagai 
fitnah dan madarat yang terjadi akibat ulah 
para pencuri. Hal ini berbeda dengan sanksi 
pelaku penjambretan dan pencopetan.38
Adapun penjambret adalah orang yang 
mengambil harta (milik orang lain) secara 
terang-terangan di depan umum, pada saat itu 
besar kemungkinan penjambret akan dihakimi 
massa atas tindakannya, massapun melakukan 
hal itu dalam rangka memperjuangkan/
melindungi hak korban yang terzalimi, atau 
massa bahkan akan siap menjadi saksi (atas 
kejahatan pelaku) di depan hakim.39
38 Abd al-Mu’ti Amin Qal’âjî, Ma’rifah al-Sunan, h. 427.
39 Abd al-Mu’ti Amin Qal’âjî, Ma’rifah al-Sunan, h. 427.
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Sementara itu, pencopet, dia beraksi mengambil 
harta orang lain pada saat korban pemilik 
harta tersebut terlena sehingga ia tidak akan 
berbuat ceroboh agar dia berhasil mencopet, 
kalaupun ia sedikit nekat maka pasti akan 
ia lakukan dengan penuh kesadaran dan 
kewaspadaan tinggi, sebab kalau tidak, pasti 
tidak mungkin berhasil mencopet. Di sinilah 
letak perbedaannya dengan pencuri, pencopet 
justru mirip dengan pengecut / pengkhianat, 
lagi pula pencopet mengambil harta bukan dari 
tempat penyimpanannya yang pada umumnya 
dilakukan orang. Jadi pencopet adalah orang 
yang memperdaya kamu, mencopet harta 
bendamu pada saat kamu terpedaya, di saat 
kamu terlena dalam menjaganya. Di sinilah 
letak ketidakmungkinan korban untuk menjaga 
diri dari tindakan pencopetan secara umum. 
Pencopet mirip dengan penjambret.
Kalau pernyataan Abd al-Mu’ti Amin 
yang akhirnya menyebut pencopet sama 
dengan penjambret masih akan dicari lagi 
perbedaanya, maka terletak pada kondisi 
korban. Korban penjambretan biasanya 
tetap dalam keadaan sadar, sedang korban 
pencopetan biasanya dalam keadaan terlena 
bahkan terpedaya tetapi ternyata barang 
berharga miliknya telah raib. 
Penutup
Dari ketiga macam tindak pidana yakni 
al-maksu (pungli), al-ikhtilâs (pencopetan), 
dan al-intihâb (penjambretan), semuanya 
masuk dalam cakupan kejahatan yang ada 
korelasinya dengan permasalahan tindak 
pidana korupsi. Ketiganya masuk dalam 
kategori jarimah takzir, sebab dalam nas-
nas Alquran maupun hadis tidak terdapat 
ketentuan pasti, baik itu jenis, bentuk, 
jumlah, dan teknis sanksi yang harus 
diberlakukan terhadap pelaku ketiga tindak 
kejahatan di atas. Hal ini berbeda dengan 
qisas dan hudud sebagaimana telah dibahas 
dalam disiplin ilmu hukum pidana Islam. 
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